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“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya  

kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan” 
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“Orang bijak bayar pajak” 

(Direktorat Jenderal Pajak)**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 
Thohir, M.S. 2010. Mushaf Aisyah. Bandung : Jabal 

**) http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total 

Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; Firia Dwi Arifianti, 
150903101047; 2018: 109 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Jember. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 26 Februari sampai 09 April 2018. Tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami 

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 

 Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

Pembelian Total Station pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 

menggunakan pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka yang 

terkait dengan judul penulis. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang 

dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga 

Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-

badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan 

di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak 

Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada 

administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian perangkat pengolah data 

dan komunikasi Total Station . Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam 

pembelian Total Station melakukan kerjasama dengan PT. Mitra Sarana 

Geomatika. Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Kantor 

Pertanahan Jember menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment 

System yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
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melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2014:33). Dalam 

hal ini Bendahara Kantor Pertanahan Jember berhak untuk melakukan 

perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas 

pengadaan Total Station. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

pembelian Total Station adalah sebesar 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

Pegadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station merupakan 

pungutan pajak Penghasilan Pasal 22 terbesar dalam tahun 2017 yaitu sebesar  

Rp. 2.685.000.    

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur 

Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station yang 

dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 

mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang 

dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.  

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0777/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek 

Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 

Atas Pembelian Total Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”. 
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Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga 

Negara. Salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak seperti 

terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan 

Undang-Undang (Pohan, 2014:1). Pajak merupakan sumber utama penerimaan 

negara, terutama Negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami 

perkembangan dan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan 

pembangunan diperlukan anggaran yang cukup besar dan pembangunan 

menyeluruh disegala bidang yang sesuai dengan tujuannya untuk mencapai 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.  

Sumber penerimaan Negara salah satunya pendapatan dari sekor pajak 

yang dipungut dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang sampai dengan 

Keputusan Dirjen Pajak. Dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara 

sebesar Rp. 1.750,3 Triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan, 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.  

 

 

Gambar 1.1 Pendapatan Negara (Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017) 

 

85,6% 

14,3% 

0,1% 

Pendapatan Negara 
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Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2013:1) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai 

sumber  dana, pajak tidak lepas dari fungsi budgetair yaitu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur 

regulerend yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan penerimaan 

dana khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD dan juga 

Instansi- instansi Pemerintah. Indonesia terdapat jenis-jenis pajak salah satunya 

adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan 

merupakan pajak pusat yaitu pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan dikelola 

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah lingkup Kementrian Keuangan. 

Menurut Resmi (2014;147). Pajak penghasilan adalah setiap tambahan 

kepampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan bentuk apa pun. Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 23, 

Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 

26 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.  

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara serta ikut memberikan kontribusi dalam 

peningkatan sektor pajak. Badan Pertanahan Nasional memiliki kantor wilayah 

yang tersebar di seluruh Indonesia salah salah satunya yaitu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember. Jenis pajak yang dipungut atau dipotong di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jember, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, 

Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
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Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga Negara lain, berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan 

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2014:297). Sistem pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Jember menggunakan sistem 

pemungutan pajak Self Assessment System yang merupakan suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab 

kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 

perpajakannya (Pohan, 2014:33). Dalam hal ini pemungut Pajak Penghasilan 

Pasal 22 adalah Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir penulis fokus membahas tentang 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi Total Station. Pegadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

Total Station merupakan pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terbesar dalam 

tahun 2017 yaitu pada bulan Maret. Tercatat dalam tabel pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tahun 

2017 sebagai berikut; 

Tabel 1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017 

Bulan PPh Pasal 22 

Maret Rp.7.018.338 

April Rp. 1.365.112 

Juni Rp.    955.392 

Agustus Rp. 4.602.730 

September Rp. 1.487.925 

Oktober Rp. 3.853.663 

November Rp. 1.344.413 

Desember Rp.    489.871 

  Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember  
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Berdasarkan tabel diatas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station merupakan 

pemungutan pajak terbesar selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp.7.018.338 yang 

dilakukan pada bulan Maret. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi Total Station digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi 

pembangunan sebelum dilakukan perataan tanah dan peletakan pondasi, 

mengukur tingkat kemiringan dan kerataan lantai yang dikehendaki serta posisi 

bangunan tertentu terhadap bangunan lainnya. Dalam hal ini pengadaan Total 

Station membantu petugas ukur untuk melakukan pemetaan dan konstuksi 

bangunan. Penulis melaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan 

Jember mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian Total Station 

yang dilakukan dengan perusahaan rekanan (PT. MITRA SARANA 

GEOMATIKA). Bendahara Kantor Pertanahan bertugas untuk melakukan 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pembelian Total Station dikenakan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 1.5%, dan  Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui prosedur 

administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 saat pembelian Total Station yang 

dilakukan  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Maka penulis membuat 

Laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul 

“Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total 

Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis 

merumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Atas Pembelian Total Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jember . 
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1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata  

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah Untuk 

mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 

atas Pembelian Total Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata 

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih 

keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi 

situasi dan kondisi dalam dunia kerja; 

2) Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh salama menempuh pendidikan 

di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh 

salama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

2) Sebagai lembaga untuk menjembatani dan menjalin hubungan antara 

instansi dan lembaga. 

c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 

1) Sarana untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan kerja sama 

yang lebih baik. 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul dan membantu  

mahasiswa agar displin dan bekerja dengan etos yang baik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan 

2.1.1 Definisi pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukan oleh 

berbagai pakar antara lain sebagai berikut : 

Menurut Soemitro (dalam Resmi, 2014:1) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Feldmann 

(dalam Resmi, 2014: 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 

terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), 

tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.   

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

wajib yang dipungut Negara berdasarkan Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaan dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara 

langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah 

ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administra si yang 

dikenakan kepada wajib pajak. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:1) Fungsi pajak dibagi menjadi:  

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam ABPN 

sebagai penerimaan dalam negeri.   

b. Fungsi mengatur (regulerend)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

Contoh : 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif. 

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 
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b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal  23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.  

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:3) Terdapat beberapa materi yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. 

Teori-teori tersebut antara lain :  

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya 

perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 

pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : 
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1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh sesorang 

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang 

harus dipenuhi. 

Contoh : 

 Tuan A Tuan B 

Penghasilan/bulan Rp. 2 juta Rp. 2 juta 

Status  Menikah dengan 3 anak Bujangan 

 

a) Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena 

mempunyai penghasilan yang sama besarnya.  

b) Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena 

kebutuhan materil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar. 

d. Teori Bakti  

Menurut Mardiasmo (2013:4) Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaraya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat 

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan  

 

2.1.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak terbagi dalam : 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul endiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c.  Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  

Contoh :  

a) Pajak Penghasilan (PPh) 

b) Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) 

c) Pajak Penjalan atas Barang Mewah (PPnBM) 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik derah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau 

kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing 

(Siti, 2014:8). Pajak daerah diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

a) Pajak Provinsi terdiri atas : 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor 

(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 

(1) Pajak Hotel 

(2) Pajak Restoran 

(3) Pajak Hiburan 

(4) Pajak Reklame 

(5) Pajak Penerangan Jalan 
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(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(7) Pajak Parkir 

(8) Pajak Air Tanah 

(9) Pajak Sarang Burung Walet 

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2013:6) Pemungutan pajak dapat dilakukan 

berdasarkan 3 stelsel, yaitu : 

a. Stelsel Pajak 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (pengahasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelse l nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 
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yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari 

pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo  (2013:7) 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2013:7) 

1) Official Assesment System 

System ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assesment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
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Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarya pajak tterutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri, 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.7 Tarif Pajak  

Menurut Mardiasmo (2013:9) Tarif pajak ada 4 macam antara lain sebagai 

berikut : 

a. Tarif Pajak Sebanding atau Proporsional 

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai ataupun 

jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar 

pengenaan pajak.  

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari barang tersebut. 

b. Tarif Pajak Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun nilai atau jumlah 

barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa 

melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun).  

Contoh:  besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp. 3.000. 

c. Tarif Pajak Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar.  
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Contoh: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri 

Tabel 2.1 : Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak      Tarif Pajak (%) 

Sampai Dengan Rp. 50.000.000 5% 

Di Atas Rp. 50.000.000   s.d Rp. 250.000.000 15% 

Di Atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25% 

Di Atas Rp. 500.000.000 30% 

Sumber : Mardiasmo (2013:9) 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi: 

a) Tarif progresif progresif  : kenaikan persentase semakin besar 

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c) Tarif progresif degretif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif Pajak Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2014:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak.  

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Resmi (2014:74) Peraturan perundang-undangan yang mengatur 

Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

maupun Surat Edaran  Direktur Jenderal Pajak. 
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2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan  

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan  dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun 

pajak, yang menjadi Subjek Pajak adalah : 

a.  1)  Orang pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan  

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif ; 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

 

Subjek Pajak dibedakan menjadi : 

a. Subjek Pajak Dalam Negeri 

1) Orang pribadi  

Yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Badan  

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; 

b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; 

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; 

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 
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3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

b. Subjek Pajak Luar Negeri 

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat 

menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

 

Tabel 2.2 : Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Wajib Pajak Luar 

Negeri 

No Wajib Pajak Dalam Negeri Wajib Pajak Luar Negeri 

(a) (b) (c) 

1. Dikenakan pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dari 
Indonesia maupun dari luar 

Indonesia 

Dikenakan pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di 

Indonesia 
 

2. Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan netto 

Dikenakan pajak berdasarkan  

penghasilan bruto 
 

3. Tarif pajak yang digunakan adalah 
tarif umum (tarif UU PPh pasal 17). 

Tarif pajak yang digunakan 
adalah tarif sepadan (tarif UU 
PPh pasal 26) 

 
4. Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan 

SPT 
 

 Sumber : Mardiasmo (2013:157) 
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2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak  

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 3 yang tidak 

termasuk subjek pajak adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar 

jabatan atau pekerjaannya tersebut; 

3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

1) Bukan warga negara Indonesia; dan 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi 

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk: 
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a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan; 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi ; 

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
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k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

s. Surplus Bank Indonesia.  

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 

Menurut Mardiasmo (2013:246) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan 

pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh: 

a. Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah 

dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang; 

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 

c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

 

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22   

Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 : 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas : 

1) Impor barang, dan 
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2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan 

logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan 

dan Kontrak Karya. 

b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau 

lembaga Pemerintah, dan lembaga- lembaga negara lainnya berkenaan dengan 

pembayaran atas pembelian barang; 

c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) 

yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; 

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga 

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); 

e. Badan usaha tertentu meliputi: 

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

2) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan basil dari 

restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi  tersebut 

dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha 

Milik Negara lainnya; dan 

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik 

Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, 

PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, 

PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-

Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau 

Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia 

Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural 

Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, 

PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI 
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Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas 

pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 

f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, 

industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan basil 

produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan 

importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di 

dalam negeri; 

h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, 

atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

i. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan 

berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang 

belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau 

ekspornya; 

j. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral 

logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin 

usaha pertambangan;  

k. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. 

 

2.3.3 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22  

Berikut adalah pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 : 

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak penghasilan; 

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak 

Pertambahan Nilai berupa: 

1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui 

dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 
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tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang 

untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas 

di Indonesia; 

3) Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, 

sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 

4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

5) Barang untuk keperluan penelitian dak pengembangan ilmu pengetahuan; 

6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya; 

7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

8) Barang pindahan; 

9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 

barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan kepabeanan; 

10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

ditujukan untuk kepentingan umum; 

11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 

yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi 

keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi 

Nasional (PIN); 

14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, 

buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 

15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal 

angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, 

kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan 

alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan 

Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, 

Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil Praktek kerja nyata (PKN) yang dilaksanakan pada 

Kantor Pertanahan Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 

22 atas Pembelian Total Station dapat disimpulan bahwa : 

a. Pajak penghasilan pasal 22 atas Pembelian Total Station dipungut oleh 

Bendaharawan BPN Jember dengan menggunakan Self Assessment System 

dimana Bendahara BPN menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan 

pajak yang terutang dan menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung 

oleh PT. Mitra Sarana Geomatika dengan tarif 1,5% ; 

b. Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian Total Station pada 

Kantor Pertanahan Jember telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Jember menyetor PPh 22 yang 

dipungut pada hari yang sama saat pelaksanan pembayaran pada PT. Mitra 

Sarana Geomatika melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak  pada tanggal 13 Maret 2017; 

d. Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Jember menyampaikan hasil 

pemungutan PPh pasal 22 dan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan 

Pajak Jember  pada tanggal 20 April 2017. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait prosedur 

administrasi PPh Pasal 22 dalam Pembelian Total Station lebih memperhatikan 

jatuh tempo saat pelaporan SPT Masa agar tidak dikenakan sanksi karena 

keterlambatan dalam pelaporan . 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  28  TAHUN  2007 
 

TENTANG 
 
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

           Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih 

memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi 
perkembangan di bidang teknologi informasi dan 

perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan 
material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2000; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
 

 
           Mengingat :          1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 

PERPAJAKAN. 
 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah 
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: 

 
a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3566); 
 

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3984), 
diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 
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2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 
 

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 
 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 

pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
 

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender. 
 

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) 

Tahun Pajak. 
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10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

 
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk 
suatu Masa Pajak. 
 

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan 
untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

 
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

 
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

 
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar. 
 

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

 
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 
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Pasal 3 

 
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan 

dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata 
uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya 

ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 
terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 
(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri 

Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang 
selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang 

diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda 

tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau 
digital, yang semuanya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau 
mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

  

 
(3) Batas adalah: waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah akhir Tahun Pajak; atau 

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak. 

 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 

 

Pasal II 

 
1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai 

dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 
 

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 

daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada 
akhir Tahun Pajak 2013. 
 

3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. 
 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Juli 2007 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
 

 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Juli 2007 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
ANDI MATTALATTA 

 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang 

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang 

netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan 

lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi 

perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan; 
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Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3985); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 

TENTANG PAJAK PENGHASILAN. 
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Pasal 2 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a.1. orang pribadi; 

   2.warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan  

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri. 

 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang 

memenuhi kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan  Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 
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4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 

di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima 

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia, yang dapat berupa: 
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a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 

Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 

melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang 

sebenarnya. 
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Pasal 3 

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah: 

a. kantor perwakilan negara asing; 

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau 

pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang 

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan 

atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, 

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 
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Pasal 4 

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti 

saham atau penyertaan modal; 

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya; 

3. keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan 

usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun; 

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan 
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kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,  

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 

atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 

pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 
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o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 

yang belum dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 

Pasal 22 

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan: 

a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang; 

b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak 

yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha 

di bidang lain; dan 

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari 

pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

 

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan 

besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada 

tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat 

menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
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Pasal II 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 

wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 

wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  

Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 2008 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ANDI MATTALATTA 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133 
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MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

SALINAN 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 80/PMK.03/2010 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO 
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT 

PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, 

PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA 
CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran 

pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh 

Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan 

Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 

Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 

ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan); 

 

Pasal 2 

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak 

Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali 

ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

(2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan 

lain oleh Menteri Keuangan. 

(3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 

(4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling 

lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 

(6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong 

PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima 

belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus 

dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea  Masuk dan 

dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, 
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PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada 

saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. 

(9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang 

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus 

disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah 

dilakukan pemungutan pajak. 

(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor 

pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas 

penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau 

belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. 

(11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas,  dan 

pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut 

oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang 

produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus 

disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 

(12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib 

Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajakharus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 
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Pasal II 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 April 2010 
 

MENTERI KEUANGAN, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 April 2010 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA, 

 

ttd. 

 

PATRIALIS AKBAR 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 169 
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MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

SALINAN 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 242/PMK.03/2014 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat 
pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak,  

penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara 
pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat 

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak,  
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 

Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010; 

b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat 
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,  
Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah 

tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 187/PMK.03/2007; c. bahwa ketentuan mengenai 
tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah 

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
88/KMK.04/1991; 
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BAB II 

 
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 

 

Pasal 2 
(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak 

Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain 
oleh Menteri Keuangan. 

 
(2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 
setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 
Keuangan. 

(3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, 
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang. 
(4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir. 

(5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama 

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 
berakhir. 

(6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus 
disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 
Masa Pajak berakhir. 

(7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh 
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir. 
(8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) 

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi 
bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea 

Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan 
PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pabean impor. 

(10) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor 

dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan 
pemungutan pajak. 

(11) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna 

anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar 
sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama 
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dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak 

rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara. 

(12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus 

disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan 
pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja 

Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran 
Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. 

(13) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib  Pajak 

badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

 
 

BAB III 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK 
 

Bagian Kesatu 
Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

 

 
Pasal 10 

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara 
melalui: 
a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau 

b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada 
Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi 

Mata Uang Asing. 
 

Pasal 11 

 
(1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan 

menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan 
dengan SSP. 
 

(2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, 

Bea Meterai, dan PBB. 
 
(3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 
a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem 

pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang 
langsung ke Bank Persepsi 

b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, 

PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau 
Buatan Dalam Negeri; 
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c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui 

Pemindahbukuan; atau 
d. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
(4) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN. 
 
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh 
Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk. 

 
(6) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai 

pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada 

BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau 
sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Pasal 35 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Desember 2014 
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Desember 2014 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1973 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34/PMK.010/2017 

TENTANG 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN 

DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN 
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA  

DI BIDANG LAIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : 

a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai 

pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan 

Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan 

Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 

b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga 

pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, 

memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan 

ketentuan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman 

dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan 

mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak 

Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas 

Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di 

Bidang Lain; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


97 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang 

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea 

Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 176); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN 

ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR 

ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN. 

Pasal 1 

(1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan, adalah: 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas: 

1. impor barang; dan 

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral 

bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan 

pertambangan dan Kontrak Karya. 

b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan 

dengan pembayaran atas pembelian barang; 

c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 

barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 
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d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga 

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); 

e. badan usaha tertentu meliputi: 

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil 

dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi 

tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada 

Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan 

3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha 

Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT 

Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, 

PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia 

Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen 

Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali 

Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT 

Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas 

Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, 

PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI 

Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran 

atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan 

usahanya; 

f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan 

hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), 

dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan 

bermotor di dalam negeri; 

h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 

pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 

pelumas; 

i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-

bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan 

perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk 

keperluan industrinya atau ekspornya; 
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j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, 

mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi 

pemegang izin usaha pertambangan; atau 

k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. 

(2)  Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu 

tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

(3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, 

badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

(4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah industri baja yang merupakan industri 

hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan 

industri hilir. 

(5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pertambangan mineral dan batubara. 

Pasal 2 

(1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

atas: 

1. impor: 

a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan 

barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea 

masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan 
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perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh 

persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API); 

b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan 

atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API); 

c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung tertgu sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0, 5% (nol koma 

lima persen) dari nilai impor dengan mengunakan Angka Pengenal 

Impor (API); 

d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf 

b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), 

sebesar 2, 5% (dua koma lima persen) dart nilai impor; 

e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang 

tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7, 5% 

(tujuh koma lima persen) dart nilai impor; dan/atau; 

e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) 

dart harga jual lelang. 

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral 

bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tartf/ Harmonized System 

(HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir 

kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam 

perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, 

sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dart nilai ekspor sebagaimana 

tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor. 

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b 

huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

e, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dart harga pembelian tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai. 
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Pasal 4 

(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi 

bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. 

(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak 

termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan 

Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 

pemberitahuan pabean atas impor. 

(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral 

logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan 

saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. 

(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang 

dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 

(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, penjualan kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas 

batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k terutang dan 

dipungut pada saat penjualan. 

(6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar 

gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, 

terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang 

(delivery order). 

(7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral 

logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

 

Pasal 5 

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan 

dengan cara penyetoran oleh: 

a. importir yang bersangkutan; atau 
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b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Pos Persepsi, 

Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. 

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang 

batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara 

penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos 

Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. 

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor 

oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, 

atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta 

ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang 

telah diisi atas nama rekanan. 

(4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, 

huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos 

Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. 

(5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti 

penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean 

ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. 

(6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh 

pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer 

pelayanan. 

Pasal 6 

(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas 

tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

a, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, 

huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran 

Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) 

dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan 

pajak. 
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(2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf 

f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu: 

a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut; 

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 22); dan 

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. 

 

Pasal 12 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 2017 

 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Maret 2017 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 190 /PMK.05/2012 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman 
pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan 

pedoman pelaksanaan anggaran negara; 

c. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung 
jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman 
pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah 

pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima 

hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat 

perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 

19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka 

yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat 

mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. 

20. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP 

adalah pertanggungjawaban atas TUP. 

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada 

negara. 

22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada 

penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. 

23. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran 

UP. 

24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi 

permintaan pembayaran TUP. 

25. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya 

disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi 

pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP. 

26. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang 

selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, 

yang berisi pertanggungjawaban UP. 

27. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan 

yang selanjutnya disebut SPPPTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, 

yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. 
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Pasal 81 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 November 2012 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AGUS D. W. MARTOWARDOJO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 November 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1191 
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 

TAHUN 

2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna  

percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan 

dengan pemanfaatan teknologi informasi; 

          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan 

mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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(4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

berikutnya/yang akan datang. 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

(2)  Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. 

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai 

alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket 

dengan maksud untuk menghindari Seleksi. 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan 1 

(satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55 

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 

a. bukti pembelian; 

b. kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); 

d. surat perjanjian; dan 

e. surat pesanan. 

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai 

dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3)  Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan 

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan 

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 
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Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan 

pembelian secara online. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Januari 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Januari 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Perekonomian, 
ttd. 
 

Ratih Nurdiati 
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